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PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN
NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan pendelegasian wewenang dan pemberian
kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian bagi
pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika telah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendelegasian
Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah
Bidang Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

b. bahwa guna penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan
Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas
kepada  Pegawai  Negeri  Sipil, perlu mengatur
pendelegasian  wewenang dan  pemberian  kuasa

penandatanganan naskah bidang kepegawaian;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
Kuasa Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian Bagi
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5058);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98
Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah  diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000
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tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4192);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4193);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4194);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya
Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5579);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;
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9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan
Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi
dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 90);

10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan
Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1528);

11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1529);

12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530);

13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendelegasian
Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan
Naskah Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
677);

14. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
555);

15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan
Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta
Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Pegawai Negeri
Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 408);
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16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA
PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI  SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2015
tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa
Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 677), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 5

Naskah bidang kepegawaian selain yang terkait dengan

Mutasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf b, meliputi :

a. surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman
Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu)
tahun terakhir;

b. surat keterangan yang menerangkan Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan BMKG;
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